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PENGAJUAN NPSN BARU
(diisi dengan huruf kapital)

FormulirAl-

l. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

ll. ldentitas Sekolah

a. Nama Sekolah

b.Alamat

c. Jenjang Sekolah

d, Status Sekolah

e. Propinsi

f. Kabupaten/Kota

g. Kecamatan

h.rfttuuhan DegA
i. Email

!ll. legalitas Sekolah

a. No. SKllzin Pendirian Sekolah

b. Tanggal

No. SK/lzin Operasional Sekolah

Tanggal

c.

d.

t /zotbl '
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Keterantan: .. 
it. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini, 
i

2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3, Melampi*an Foto Copy Surat Keterangpn Pendirian Selolah & operasional.Sel(olah.

4'PastikanAndamenedmacErAKTANDABUxTlPengajuaoNPsNBaru'
5. Jika mentalami kendala, Harap menghubungi Pusat Peliyanan Emall : 

:

6. Dalam pen8lsian furmulir, Anda telah menyetuiui ketentuan layanan yang berlaku.

ffi:?



PEMERI$TAII IGBUPATEN MANGGTRAI-BARAT

DINAS FIIIDIDIKAT{ PEMUDA BAN OTAHRAGA
Alamat Kantor Jln, Sernaru No. 3 Tlp. {0385} 41510

LABUAN SAIO

KEPUTUSAN
KEPAIA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OIJTH RAGA

NoMoR: DIN. PPo. B$o/676/vIIUzor4
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAT PENYETENGGARAAN

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI IPAUD} NON FORNfiAt

KEPADA LEMBAGA PAUD SEROJA,

REKAS, DESA KEMPO - KECAMATAN MBELILING
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Menimbang :4.

Mengingat : 1.

b.

c.

Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anah
Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkar
Program PAUD Non Formal;

Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuar
Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraannya dar
Pemerintah.

Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izir
operasional bagi lembaga PAUD Seroja,
untuk penyelenggaraan program PAUD Nonformal.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikar
Nasional;

2. Undang-undang Rl Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-undang Rl Nornor 23 Tahun 2002 tentang Ferlindungan Analr
sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang No. 32 Tahur
2014;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Standat
Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturar
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

5. Perattiran Fernerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaar
Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaar
dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengar
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2O1O;

7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangar
Anak Usia Dini Holistik - lntegratif;

8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2A15 tentang Kementeriar
Pendidikan dan Kebudayaan;

9. lnstruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2014 ter*ang Gerakan Nasiona
Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahur
2AMTentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;



11.

12.

13.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun
2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;

MEMUTUSKAN

Memberi lzin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non

Formalkepada :

Nama Lembaga
- Alarnat

- Desa
- Kecamatan
- Kabupaten

Bentuk Program

Nama Pengelola

lzin Penyelengaraan tersebut terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2014
sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019.

Tugas dan kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :

1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk
memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik
berbentuk Penitipan Anak (fPA), Ketompok Bermain (KOBER)'
maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS) sesuai kondiei setempat;

2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala
ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;

3. Wajib ri,engi$Tkan laporan sesuai ketentuan Juknis
Penyelenggaraan PAUD Non Formal;

4. Bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Lembaga
PAUD;

5. Pengelola tidak boleh menonaktifkan pelaksanaan PAUD
selama jenjang waktu izin penyelenggara€n yang diberikan'

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mesUnya.

Ditetapkan di : Labuan bajo

Pada tangg al. l?Agustus 201 4

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

PAUD Seroja
Rekas

Kempo
Mbeliling
Manggarai Barat
Kelompok Bermain (Kober)

Helena Maria Suryati


